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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan waktu yang telah di lalui, pengelolaan keuangan
instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah menjadi semakin
penting. Dalam semangat reformasi keuangan publik, banyak perubahan
yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah yang berujung pada
keberhasilan otonomi daerah. Hal ini terlihat dari lahirnya peraturan-
peraturan di bidangkeuangan,negarayang banyak mengalamiperubahan
dan penyempumaan.

Dalam proses pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan
akuntabilitas merupakan aspek yang sangat penting. Hal ini untuk
memastikan penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang ditetapkan
dan untuk menghindari penyelewengan dana. Peningkatan transparansi
dan implementasi rekomendasi audit akan membantu dalam mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah di Indonesia (Masdar

et al., 2021).

Pemerintah daerah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah di awal tahun anggaran untuk menunjukkan pengeluaran dan
pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran.Selainitu,pada akhirtahun
anggaran, pemerintah daerah harus melaporkan pengelolaan keuangan

daerah dalam struktur pelaporan keuangan.Anggaran




Pendapatan dan Belanja Daerah mencakup komponen yang memiliki

kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Belanja daerah adalah pengeluaran yangdilakukan olehpemerintah
daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan
dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006, belanja daerah mencakup
semua pengeluaran yang dilakukan dari rekening kas umumdaerah yang
mengurangiekuitas danalancar. Iniadalah tanggung jawab daerah selama
satu tahun anggaran yang tidak dapat dibayar kembali. Belanja daerah
dikategorikan menjadi dua, yaitu belanjalangsungyang mencakup belanja
modal, belanja barang serta jasa, dan belanja pegawai. Sedangkan yang
tidak langsung mencakup belanja bunga, belanja pegawai, hibah, subsidi,
bantuan sosial, belanja bantuan keuangan tak terduga, serta belanja bagi

hasil.

Sangat penting bagi penatausahaan keuangan daerah untuk
memperhatikan penerimaan pendapatan dan pengeluaran. Kelemahan
dalam penatausahaan ini akan mengganggu sistem pengendalian intemal
keuangan daerah. Sefiap pekerjaan atau organisasi yang semakin
kompleks pasti akan memiliki banyak aktivitas atau kebutuhan, seperti

pencairan dana atau pengeluaran biaya.




Pencairan dana adalah proses pengambilan dana yang telah
dialokasikan untuk tujuan tertentu dalam bentuk uang tunai. Berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 Pasal 30, seksi
pencairan dana bertanggung jawab atas berbagai tugas, termasuk
melakukan proses pencairan dengan menerbitkan SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana).

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah Organisasi Pemerintah
Daerah yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan
pemerintah daerah di daerah permukiman dan perumahan rakyat, serta
pengurusanhakatas tanah. Saat ini, pengelolaan keuangan di Pemerintah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, khususnya di Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan, menggunakan teknologi. Setiap
Organisasi Pemerintah Daerah dan instansi yang terkait menggunakan
perangkat lunak SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Semua
tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dicatat oleh
SIMDA, mulaidari penginputan, penghapusan, pencairan, penerimaan, dan
sebagainya. Ada prosedur penatausaahan yang harus diikuti selama

proses pelaksanaan belanja, mulaidar penganggaranhingga pengeluaran.

Proses pencairan dana anggaran belanja langsung di Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pangkajene




dan Kepulauan dimulaidengan bendaharabidang atau pengguna anggaran
menyusun rincian kegiatan dan dokumen pendukung lainnya untuk
diserahkan ke bendahara pengeluaran untuk dibuatkan SPP (Surat Perintah
Pembayaran) dan SPM (Surat Perintan Membayar), yang dimasukkan ke
dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah. Setelah SPP dan
SPM tercetak, Badan Pengelola Keuangandan Asetdaerah harusverifikasi
sebelum mencetak SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), yang
memungkinkanpenggunaanggaran untukmenggunakan anggaran secara
langsung. Dokumen yang digunakan terdiri dari persyaratan yang harus
dipenuhi dan kemudian yang diajukan untuk mendapatkan pencairan dana

untuk kegiatan

Seringkali terjadi penolakan pengajuan pencairan dana saat
mengajukan SPM (surat Perintah Membayar), yang menyebabkan tidak
dapat diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Penolakan
SP2D akan sangat menghambat satuan kerja yang bersangkutan karena,
mereka harus memperbaiki bahkan mengulang prosedur pengajuan dan

terlambat mendapatkan dana untuk melaksanakan kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pangkajenedan
Kepulauan berfungsi mengatur dan mengelola keuangan serta aset dan
membuat anggaran daerah pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Untuk membantu aktivitas Dinas Perumahan KawasanPermukiman dan
Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepualauan, dinas ini

memerlukan dana belanja langsung. Untuk memperoleh dana




belanja langsung harus melakukan prosedur yang sudah diterapkan oleh
pemerintah. Berdasarkan penjabaran diatas penulis tertarik mengambil
judul " Prosedur Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan"

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang diatas, adapun pada penelitian ini yang
menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana prosedur pencairan dana
belanja langsung pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertahanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ?
C. Tujuan Peneltian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Prosedur
Pencairan Dana Belanja Langsung pada Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti

Penelitan ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan program Diploma Il Keuangan dan Perbankan pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sebagai suatu perbandingan dalam

penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan.




2. Bagi Instansi

Sebagai masukan dan pertimbangan dalam hal melakukan evaluasi
dan penyempumakan kegiatan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan masukan bagi peneliti sekanjutnya yang tertarik
untuk meneliti terkait Prosedur Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.




BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Prosedur

1. Definisi Prosedur

Prosedur merupakan urutan- urutan pekerjaan yang melibatkan
beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perakuan yang
sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang

(Wijaya & Irawan, 2018)

Rifka R.N (2017) menyatakan bahwa “Prosedur merupakan urutan
kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekrjaan yang

berulang dengan seragam atau terpadu”

Prosedurmerupakan suatu tata cara atau pedoman kerja yangharus
diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan agar mendapat hasil yang baik,
melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, dan sering
digunakan untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi
perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Prosedur juga dapat membantu
mencapai tujuan pekerjaan yang telah ditetapkan dengan menggunakan
waktu, upaya, dan peralatan yang minimum, dan mengurangi resiko

pelaksanaan tugas yang tidak teratur atau tidak sesuai dengan tujuan.

2. Jenis Prosedur
Ada dua jenis prosedur, yaitu prosedur primer dan prosedur

sekunder menurut Rasto (2015:50) :




a. Prosedur primer bertujuan untuk mempermudah penyelesaian tugas-
tugas rutin seh ari-hari. Beberapa contoh dari prosedur primer mencakup
prosedur penagihan, prosedur pembelian, dan prosedur pemesanan.

b. Prosedur sekunderbertujuan untuk mendukung pelaksanaan prosedur
primer. Beberapa contoh dari prosedur sekunder meliputi prosedur

pengelolaan surat-menyurat, layanan telepon, dan pengelolaan arsip.

3. Karakteristik Prosedur
Disadur dari buku Sistem Akuntansi oleh Mulyadi, beberapa

karakteristik prosedur adalah sebagai berikut:

a. Prosedur mendukung pencapaian tujuan organisasi
Dengan adanya prosedur, suatu organisasi dapat mencapai tujuannya
karena melibatkan beberapa orang dalam menjalankan kegiatan
operasionalnya dan menggunakan suatu pendekatan untuk menangani

segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi.

b. Prosedurdapatmenciptakan pengawasan yang efektifdan mengontrol biaya
dengan efisien
Pengawasan terhadap kegiatan organisasi dapat dilakukan dengan baik
karena kegiatan tersebut mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Biaya
yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan dapat diatur seminimal
mungkin karena kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang

telah ditetapkan.

c. Prosedur menunjukkan urutan yang logis dan sederhana
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Dalam prosedur yangdilaksanakan oleh suatu organisasi untukmenjalankan
segala kegiatannya, umumnya prosedur tersebut menunjukkan rangkaian
kegiatan yang harus dijalankan dan rangkaian tindakan tersebut dilakukan

secara konsisten.

d. Prosedur menetapkan keputusan dan tanggung jawab
Keputusan yang dibuat oleh pimpinan organisasi harus dijalankan oleh
bawahannya untuk mengimplementasikan prosedur kegiatan yang ada.
Selain itu, menetapkan tanggung jawab bagi mereka yang tedibat dalam
menjalankan prosedurtersebutmemberikan kejelasan atas tugasyang harus

dilakukan oleh para pelaksana sesuai dengan perannya masing-masing.

e. Prosedur menghindari keterlambatan dan hambatan
Apabila prosedur yang sudah ditetapkan oleh suatu organisasi dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang beraku, maka hambatan yang mungkin
dihadapi oleh pelaksana akan diminimalkan. Ini akan menyebabkan
pelaksanaan kegiatan tepat waktu sehingga tujuan organisasi dapatdicapai

dengan efektif.

4. Manfaat Prosedur

Dalam Buku Rasto (2015:51), manfaat prosedur adalah sebagai berikut:




. Prosedur memberikan urutan tindakan

Setiap karyawan diarahkan untuk mengikuti urutan langkah-langkah tertentu
dalam melakukan aktivitas apa pun. Ini bertujuan untuk mengurangi
kemungkinan keterlambatan dan kesalahan dalam pekerjaan.

. Efisien dalam penggunaan sumber daya

Ini dapat terjadi karena prosedur membantu meningkatkan efisiensi dengan
menghilangkan gerakan yang tidak perlu dan mengurangi penundaan dalam
pelaksanaan pekerjaan.

Memudahkan koordin asi

Prosedur berfungsi sebagai dasar untuk memfasilitasi koordinasi antara
berbagai bagian dalam organisasi.

. Dasar untuk pengendalian

Proses ini memungkinkan pengendalian dengan memberikan mekanisme
untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, ketidaksesuaian dapat dikoreksi dengan lebih mudah
melalui prosedur ini.

. Berguna untuk pelatihan karyawan baru

Pengetahuan akan prosedur kerja memudahkan karyawan baru uniuk
memah ami detail pekerjaan mereka dengan lebih baik.

Menjamin kelancaran operasional

Tujuan utama dari prosedur kantor adalah untuk menjalankan akfivitas
kantor secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dicapai dengan
menyederhanakan proses, menghapus formulir yang tidak perlu, dan

menghindari duplikasi tugas yang tidak perlu dilakukan berulang kali.
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B. Pencairan Dana

1.

Definisi Pencairan Dana
Pencairan dana pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yakni
“suatu tindakan untuk mengeluarkan, merealisasikan, atau kegiatan
menguangkan dan memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai
yang disediakan untk suatu keperluan tertentu”. Andrayani (2014)
menyatakan bahwa. pencairan dana yakni kegiatan yang dimaksudkan,
dilaksanakan, serta diawasi sendiri selaras pada kriteria dalam aturan yang
ada terkait panduan pengadaan barang dan jasa
2. Tujuan Pencairan Dana
Adapun tujuan dari pencairan dana sebagai berikut :
a. Mendanai kegiatan demi meningkatkan pembangunan pada
pemerintahdaerah maupun pusat.
b. Menguatkan kemampuan instansi pemerintah dan melengkapi
prasarana serta sarana pembangunan.
c. Menaikkan kemampuan instansi pemerintah terkait pengendalian
pembangunan secara partisipatik selaras pada aturan serat prosedur

yang ada.

Realisasi pencairan dana hanya dapat dilakukan dalam satu hari,
sejalan dengan Pasal 13 butir 2 Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan No. Per 66/PB/2005, yaitu “Penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana wajib diselesaikan oleh KPPN (Kantor Pelayanan

Pembendahaarn Negara) dalam batas waktu paling lambat 1 hari kerja
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setelah diterima SPM (Surat Perintah Membayar) secara lengkap”. SPM

dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK 05/2010 yakni “dokumen

yang diterbitkan atau digunakan oleh Kuasa Pengguna Aggaran atau

Pejabat Penandatangan SPMuntuk mencairkan alokasi dana yang sumber

dananyadari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang

dipersamakan”. Berikut beberapa jenis Surat Perintah Membayar (SPM)

diantaranya :

1)
2)
3)
)
5)

6)

1)
2)
3)
4)

5)

SPM (Surat Perintah Membayar) Belanja Pegawai:
SPM Gaiji Induk

SPM Gaiji Susulan

SPM Kekurangan Gaiji

SPM Uang Duka Wafat

SPM Persekot Gaiji

SPM Gaji Terusan

SPM (Surat Perintah Membayar) Belanja Barang dan Lain-lain:
SPM Langsung

SPM Uang Persediaan

SPM Tambahan Uang Persediaan

SPM Penggantian Uang Persediaan

SPM Penggantian Uang Persediaan Nilil

Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam APBD (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah). Pendapatan daerah berasal dari PAD

(Pendapatan Asli Daerah), Dana Perimbangan, dan sumber lain yang sah.
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Pendapatan tersebut digunakan oleh daerah untuk membiayai belanja
daerah, yang mencakup semua kewajiban yang menguranginilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran, seperti yang diatur dalam
Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah, yang mengurangi dana lancar dan merupakan kewajiban
suatu daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja ini dilakukan dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
provinsi atau kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Belanjadaerah terklasifikasi menjadi dua jenisberdasarkan program
dan kegiatannya: belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belana
langsung adalah belanja yang langsung terkait dengan pelaksanaan
program dan kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan oleh SKPD,
termasuk belanja pegawai (upah dan honorarium),belanjabarang dan jasa,
serta belanja modal.

Sementara itu, belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak
langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk
belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga,
belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil,
belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja tidak
langsung hanya dapat dianggarkan oleh SKPD.

Belanja daerah dimaksudkan untuk meningkatkan daerah dan
mensejahterakan masyarakatnya. Semakin banyak pendapatan daerah

yang dapat diperoleh, semakin mandiri dan mampu membiayai belanjanya.
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Untuk menjadi lebih mandiri, masyarakat harus berpartisipasi dalam
pendapatan asli daerah dengan membayar retribusi daerah dan membayar
pajak daerah.

Pelaksanaan kegiatan yakni tahapan dimana PPTK (Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan) mempergunakan anggaran untuk
menyelenggarakan kegiatan anggaran. Anggaran yangdisusun oleh PPTK di
siniharus sesuai dengan peruntukannyayang tercantumdalam DPA-SKPD
(Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang
relevan.

1. Cir-ciri belanjalangsungyaitu input (distribusibelanja) ditentukan untuk
diukur dan dibandingkan pada output yang didapatkan. Variasi total
komponen belanjainisangatbergantungpadatujuan kinerjadan tingkat
pencapaian rencana dan program.

2. Belanja langsung meliput biaya staf. Biaya staf yang di maksud dalam
haliniyaitu pengeluaran gaji selama pelaksanaan proyek atau kegiatan

pemerintah daerah.
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BelanjaLansung(LS) Pegawaiyaitu pembayaran honorariumtetap,
pembayaran lembur, pembayaran gaji serta pembayaran uang makan.
Sedangkan Belanja Lansung (LS) Non Pegawai meliputi pembayaran
honorarium, perjalanan dinas, pengadaan asset (tanah) dan
pembayaran pembayaran barang dan jasa (masa manfaatnyadibawah
1 tahun ataupun program dari pemerintah daerah).

D. Kerangka Pikir
Kerangka Pikir merupakan suatu diagram yang menjelaskan
secara garis besar alur logika berjalannya suatu penelitian. Adapun

kerangka pikir dari penelitian ini adalah :

Dinas Perumahan
Kawasan
Pemukiman dan
Pertahanan

L

Prosedur
Pencairan Dana
Belanja Langsung
o J

U

Pencairan Dana
Belanja Langsung

Gambar 2.1 Kerangka Pikir
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BAB Ill
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitianini dilakukan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terletak di
Minasa Tene, Kec. Minasatene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan,
Sulawesi Selatan 90614, Indonesia. Waktu kegiatan dilakukan pada tanggal
22 Januari 2024 sampai dengan 26 Februari 2024,

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan saat penyusunan
laporan ini adalah:
1. Observasi

Observasi  merupakan penelitan dengan mengadakan
pengamatan terhadap objek yang diteliti yang berhubungan dengan topik
yang dibahas yaitu Prosedur Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan
2. Interview (Wawancara)

Interview yaitu Teknik pengumpulan data dengan melakukan
wawancara atau tanya jawab lansung dengan pegawai Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan.
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C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data Kualitatif. Data kualitatif
merupakan data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata kata
daripada angka angka.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subyek dari mana data
dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber
data yaitu data primer dan data sekunder yakni:

a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil
wawancara, pengamatan dan pengumpulan data pada Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.

b. Data sekunder merupakan data yang yang telah tersedia dalam
berbagai bentuk. Bisanya sumber data ini dapat diperoleh dari berbagai
sumber, seperti Buku, jumal ilmiah, artikel berita, laporan pemerintah,
dan situs web organisasi,

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskriptif yaitu
dengan memberikan gambaran yang sistematis tentang informasi ilmiah
yang telah berasal dari suatu subjek atau objek sesuai dengan fakta

dilapangan.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Sejarah Singkat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibangun dengan berdasarkan
Perda No. 7 Tahun 2020 tentang perencanaan strategis pengembangan
kawasan pemukiman, penanganan perumahan, dan kawasan antara
pemerintah kabupaten dan Masyarakat mengenai pembangunan
perumahan. Selain itu, ini mencakup persyaratan untuk pelaksanaan,
pengawasan, dan pengendalian pembangunan perumahan serta sanksi
untuk ketidakpatuhan. Selain itu, peraturan-peraturan seperti Perda
Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan
Bupati Pangkajene Kepulauan Nomor 29 Tahun 2022 berkaitan dengan
pembentukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
di Kabupaten Pangkajenedan Kepulauan. Peraturan ini memberikan detail
lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan Kabupaten diterapkan, serta
peran dan tanggung jawab Dinas Perumahan Kawasan Permukimandan
Pertanahan dalam pengembangan kawasan pemukiman dan masyarakat.

DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini terletak
di J.Wirakarya,Kecamatan No.15, Minasa Te'ne , Kec. Minasatene,

Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan
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90614. Jam kerja mulai Senin — Kamis dilaksanakan mulai pukul 07.30 -

16.00 WITA dan khusus hari Jum'at dilaksanakan pukul 07.30 - 16.30

WITA.

B. Strukur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan
pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Struktur organisasi perusahaan berbeda satu sama lain karena
disesuaikan dengan standar atau jenis aturan yang dibuat oleh
perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien,
setiap pekerja memiliki tugas atau tanggung jawab yang harus dilakukan.

Suatu organisasi dikatakan baik apabila memiliki struktur organisasi
yang jelas dan efektif dalam mengatur serta mengelola organisasi itu
sendiri. Organisasi yang baik juga memiliki tujuan yang jelas dan telah
ditentukan, serta menggunakan fungsi manajemen yang terintegrasi,
seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
Selain itu, organisasi yang baik juga memiliki kinerja yang baik, di mana
pegawai menghasilkan kualitas yang baik dan memilikimotivasi yang tinggi
untuk mencapai tujuan organisasi. Kepuasan stakeholder juga menjadi
salah satu kunciindikator keberhasilan sebuah organisasi, serta organisasi
yang tumbuh dan berkembang sangat dipengaruhi oleh banyak hal, baik

intemal maupun ekstemal.

Sesuai Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 90

Tahun 2016, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
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bemama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian pada
tahun 2021, Sesuai Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor
88 Tahun 2021 berubah nama menjadi Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan. Berikutgambaran struktur organisasiDinas
Perumahan Kawasan Pemmukiman dan Pertanahan Kabupaten

Pangkajene dan kepulauan :

Kepala Dinas
Jabatan Fungsional 89kr91ar‘a1
Umum I
| 1
Sub Bagian Umum Sub Bagian
dan Kepegawaian Perencanaan dan
Keuangan
Bidang Perumahan Bidang Permukiman Bidang Pertanahan
Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Pangkep

C. Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan
Berikut deskripsi tugas dan fungsi Jabatan dari Struktur Organisasi
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten

Pangkep Sesuai Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 90
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Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 88

Tahun 2021 :

1.

Kepala Dinas

Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dii

bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi

tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Kepala Dinas, uraian

tugasnya mencakup hal-hal berikut:

a.

Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai panduan dalam
pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan dan memberikan petunjuk tentang pelaksanaan tugas;
Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di
lingkungan Dinas untuk memonitor perkembangannya;

Menyiapkan, mengoreksi, memberi peringkat, dan menandatangani
dokumen dinas;

Menghadiri rapat-rapat yang relevan dengan bidang tugasnya;
Melakukan pendataan, perencanaan, penyediaan dana, pemantauan,
dan evaluasi rumah umum;

Melakukan pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan,

pemantauan, dan evaluasi rumah swadaya;

. Melakukan pendataan dan perencanaan, serta melakukan tindakan

pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
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permukiman kumuh, serta mengatur pemanfaatan dan pengendalian
kawasan permukiman;

Merencanakan, melaksanakan, mengoperasikan, dan memelihara
prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman
sesuai dengan luas wilayah yang ditetapkan;

Memberikan izin lokasi di satu daerah kabupaten, menerbitkan izin
untuk membuka tanah, menyelesaikan masalah tanah kosong, dan
melakukan inventarisasi serta memanfaatkan tanah kosong di daerah

kabupaten.

. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris memiliki tugas utama
memberikan layanan teknis dan administrasi umum, termasuk
keuangan, kepegawaian, perengkapan, pembinaan organisasi, tata
laksana, koordinasi, pengendalian, pengawasan, perencanaan, serta
pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

Tugas Sekretaris mencakup:

. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai panduan dalam
melaksanakan tugas;

. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;

. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan
dinas untuk mengetahui perkembangan;

. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani
naskah dinas;

. Menghadiri rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas untuk
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mencapai koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan,

pengendalian, evaluasi, serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan

kepegawaian;

i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian,

dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing

bidang atau dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;

j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan.

1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Subbagian Umum bertugas membantu Sekretaris dalam
mengumpu lkan bahan dan menangani urusan ketatausahaan, administrasi
pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan barang, urusan rumah
tangga, serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum serta
koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mencakup:
a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian
sebagai panduan dalam melaksanakan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
¢. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di
lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui
perkembangannya;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. Menghadiri rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
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f. Melakukan pengklasifikasian suratberdasarkan jenisnya;

g. Menangani administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan
keluar;

h. Mengelola arsip naskah dinas;

i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencanakebutuhan, pemeliharaan,
dan penghapusan barang;

j. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan,
pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan

barang.

2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Subbagian perencanaan dan keuangan yang mempunyai
tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan
penyusunan perencanaan program kegiatan, anggaran, penyajian data,

informasi, dan pengelolaan administrasi serta penyusunan laporan
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keuangan. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai

uraian tugas meliputi:

a.

Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan
sebagai panduan dalam melaksanakan tugas;

Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas agar
berjalan lancar;

Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di
lingkungan Subbagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui
perkembangannya;

Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau
menandatangani naskah dinas;

Menghadiri rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, dan menyusun perencanaan
program, kegiatan, dan anggaran;

Menyusun bahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman, dan Pertanahan;

. Menyusun bahan Rencana Kinera dan Perjanjian Kinerja sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;
Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana
Kerja Tahunan (RKT);

Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).

Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai
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tugas pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan pada tingkat kabupaten

sesuai dengan ketentuan perundangan.

Kepala Bidang Perumahan mempunyai uraian tugas meliputi:

a.

Menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Perumahan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Melakukan penyiapan penyusunan rencana teknik di bidang
penyelenggaraan perumahan;

Melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman dan
kriteria (nspk) di bidang penyelenggaraan perumahan;

Melakukan kebijakan  penerbitan izin pembangunan dan
pengembangan perumahan;

Melakukan pendataan dan perencanaan penyediaan dan
pengembangan sistem pembiayaan Bidang Perumahan;

Melakukan penyediaan dan pembiayaan Bidang Perumahan;
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4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang

mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan

dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta

pemanfaatan dan pengendalian kawasan.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman memiliki tugas-tugas yang

meliputi:

a.

Menyusun rencana kegiatan Bidang Kawasan Permukiman sebagai
panduan pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas agar
berjalan lancar;

Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di
lingkungan Bidang Kawasan Permukiman untuk mengetahui
perkembangannya;

Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau
menandatangani naskah dinas;

Menghadiri rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Menyiapkan penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria
(NSPK) dalam bidang pengembangan kawasan permukiman;
Memberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam bidang kawasan
permukiman.Melakukan  kebijakan penertiban izin

pembangunandanpengembangan kawasan permukiman;
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h. Melakukan pengelolaan kawasan permukiman;
i. Melakukan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahandipimpin oleh Kepala Bidang mempunyaitugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan,
megkoordinasikan, mengendalikan, merencanakan, mempersiapkan dan
megadministrasikan penyelenggaraaan urusan di bidang.

Kepala Bidang Pertanahan memiliki tugas-tugas yang meliputi:

o

pelaksanaan tugas;

Menyusun rencana kegiatan Bidang Pertanahan sebagai panduan

b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas agarberjalan

lancar;

c. Memantau, mengawasi,dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan

Bidang Pertanahan untuk mengetahui perkembangannya;

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani

naskah dinas;

e. Menghadiri rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Menyiapkan penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) di

bidang Pertanahan.Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang

Pertanahan;
g. Memberikan izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

h. Menerbitkan izin membuka tanah dan penyelesaian masalah tanah
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kosong;
i. Menginventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah
kabupaten;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan danformasi
serta sesuaiketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kelompok jabatan
fungsiona mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang
tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas, maka pada
masing-masing kelompok jabatan fungsional dapat membentuk sub
koordinator. Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional
yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.

D. Visi dan Misi
1. Visi:

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berkomitmen unituk
menciptakan masyarakat yang sejahtera, unggul, berdaya saing, dan

religius, dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara berkelanjutan.
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1)

2)

3)

4)

5)

Misi :

Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program-
program pembangunan untuk mempercepat pembangunan yang
didasarkan pada nilai-nilai agama yang toleran dan budaya lokal.
Mendorong inovasi dan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis,
berbasis teknologi informasi.

Mengembangkan ekonomi masyarakat dengan fokus pada sektor
pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, serta
didukung oleh infrastruktur yang berbasis wilayah.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan
produlktif.

Memperbaiki tata kelola sumber daya alam dengan perencanaan tata

ruang wilayah yang berkelanjutan dan berbasis lingkungan hidup.
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Peneltian

Pencairan dana belanja langsung Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pangkep mencakup kegiatan
pelayanan untuk mencapai tujuan kerja. Untuk melaksanakan kegiatan
realisasi anggaran, diperukan prinsip transparansi dan penyusunan
anggaran berdasarkan rencana anggaran pendapatan. Ini karena belanja
langsung merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik.

Proses pencairan dana belanja langsung Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan dimulai melalui menyerahkan dokumen pihak ketiga kepada
PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berupa surat perjanjian
konftrak, berita acara, akte perusahaan serta dokumen pendukung lainnya.
Jika dokumen tersebut telah di nyatakan lengkap maka sudah bisa diajukan
kepada Kepala Bidang untuk diperiksa dan dibuatkan Nota Dinasdan Kartu
Disposisi. Kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran ataupun
Pembantunya untuk pembuatan dan penandatanganan SPP-LS (Surat
Perintah Pembayaran Langsung). Kemudian pembuatan SPP-LS harus
menyiapkan beberapa dokumen, yaitu SPD (Surat Penyediaan Dana),

Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian dan dokumen kelengkapan SPP-LS.
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Setelah dokumen dalam syarat pengajuan telah dinyatakan secara
lengkap, maka SPP-LS (Surat Perintah Pembayaran Langsung) bisa
diajukan kepada PPK-SKPD (Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja
Perangkat Daerah) sebagai bendahara pengeluaran beserta lampiran dan
harus dicatat dalam register penerimaan SPP (Surat Permintaan
Pembayaran). Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah
akan memeriksa dokumen SPP-LS untuk memastikan bahwa buki
pengeluaran lampiran SPP dinyatakan benar dan bahwaitu sesuai dengan
Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB/Mutlak). Lembar keempat
akan disimpan sebagai arsip Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja
Perangkat Daerah. Setelah itu, SPM-LS (Surat Perintah Membayar
Langsung) akan diserahkan ke Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan
oleh PPA (Pejabat Pengguna Anggaran).Kelengkapan dokumen yang telah
diberikan akan diperiksa lagi disana. Jika dokumen tersebut tidak sesuai
atau tidak lengkap, maka dokumen tersebut akan dikembalikan ke SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk diperbaiki.

Selanjutnya, BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah) akan mendapatkan daftar penguji dan SP2D (Surat Perintah
Pencairan Dana) dar bagian Perbendaharaan dan Biro Keuangan.
Berdasarkan SP2D yang diterima BPKAD, surat perintah dapat diterbitkan
untuk mentransfer uang ke pihak ketiga yang tercantum pada SP2D.

Setelah dana digunakan, Pengguna Anggaran akan membuat

32




Surat Pertanggung Jawaban yang digunakan sebagai bukti penggunaan
anggaran dan pelaporan keuangan.

Pencairan dana Belanja Langsung Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Dokumen
yang diperlukan untuk pengajuan SPP-LS, SPM-LS, dan penerbitan SP2D
berbasis software digunakan melalui aplikasi SIMDA (Sistem Informasi
Manajemen Daerah) hingga SP2D Elektronik Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan.

Untuk menyetorkan pajak ke KPPN (Kantor Pelayanan
Pembendaharaan Negara), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah menggunakan sistemonline,
yaitu DJP Online, tetapi masih ada hambatan yang terjadi sehingga
memperlambat proses pencairan dana Belanja Langsung.

B. Pembahasan

Prosedur Pencairan Dana Belanja Langsung (LS) adalah
serangkaian langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur untuk
melakukan pembayaran atas Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai
kepada pihak yang berhak, secara langsung, tanpa melalui mekanisme
UangPersediaan (UP). Prosedur pencairan danaanggaran langsung untuk
gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya pada Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepualuan yaitu

33




1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Untuk memulai pencairan dana anggaran dari kas umum daerah
dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dimulai dengan
menggunakan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang
serupa dengan SPD.

SPD (Surat Penyediaan Dana) merupakan surat yang diterbitkan
oleh BUD (Bendahara Umum daerah), yang menunjukkan bahwa
tersedianya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan dan berfungsi
sebagai dasar untuk menerbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran).
Adapun dalam memperoleh SPD, PA (Pengguna Anggaran) ataupun
kuasanya harus melaksanakan pengajuan permohonan pendanaan pada
BUD. Karena fungsi SPD adalah memberikan data tentang kesediaan
anggaran kepada BUD, nilai SPD masing-masing bergantung pada
kesediaan anggaran dari kebijakan setiap pemerintah daerah.

2. Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP)

Pengeluaran SPP (Surat Perintah Pembayaran) dikeluarkan
melalui PPK-SKPD (Pejabata Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat
Daerah) atau oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk menjalankan
kegiatan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) melalui aplikasi
SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).

SPP-LS (Surat Perintah Pembayaran Langsung) adalah dokumen
yang dipergunakan untuk membayar belanja langsung dengan besaran

yang sudah ditetapkan pada pihak ketiga. Belanja langsung dipergunakan
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demi keperluan belanja dari pegawai, dimana meliputi tunjangan, gaji, dan
belanja dalam mengadakan jasa maupun barang.

3. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Setelah penerbitan SPP, yang mencakup Register SPP-LS dan
Rincian SPP-LS, serta semua dokumen lainnya yang menunjukkan
kebenaran dan kelengkapan isi, tahap penting dalam proses pengeluaran
dan pencairan dana adalah penerbitan SPM. Untuk menerbitkan SP2D,
SPM-LS harus diajukan pada kuasa BUD
4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Setelah SPM (Surat Perintah Membayar) diterima Bendahara Umum
Daerah, kemudian akan diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
SP2D adalah dokumen yang dimaksudkan untuk mencairkan anggaran
belanja melalui bank yang dipilih yaitu Bank Sulselbar. SP2D diterbitkan
maksimal dua hari kefja setelah SPM diajukan. Jika dokumen yang
dipersyaratkan tidak memenuhi persyaratan, maka Bendahara Umum
Daerah berhak menerbitkan surat untuk menolak diterbitkannya SP2D
dengan 2 rangkap. Dokumen pertama akan disampaikan kepada Pejaban
Pengelola Keuangan Daerah, dan dokumenyang kedua akan dimasukkan
ke dalam register surat penolakan SP2D setelah SPM diterima dan dalam
kurun waktu paling lambat 1 hari kerja.

5. Penerbitan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
Pasca anggaran danabelanjalangsung telah selesaidigunakan oleh

pengguna anggaran, Bendahara pengeluaran wajib membuat surat
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pertanggung jawaban penggunaan anggaran melalui PPK-SKPD (Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah) pada Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu maksimal dua puluh bulan

sejalan pada Pemendagri No. 21 Tahun 2011
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pencairan dana Belanja Langsung Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Dokumen
yang diperlukan untuk pengajuan SPP-LS (Surat Perintah Pembayaran
Lansung), dan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)berbasis
software digunakan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah

(SIMDA) hingga SP2D Elektronik Kabu paten Pangkajene dan Kepualuan.

Meskipun kegiatan pencairan dana anggaran pada Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan berjalan selaraspada prosedur serta peraturan
yang berlaku, ditemukan hambatan dalam proses pelaksanaannya yang
memperlambat proses pencairan dana belanja lansung yaitu sering
tejadinya penolakan dalam pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar)
dan Surat Perintah Pencairan Dana. SP2D (Surat Perintah Pencairan
Dana), yang mengakibatkan pengajuan menjadi terhambat dan
memerlukan waktu yang cukup lama untuk merevisi kesalahan akibat

respons penolakan.
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Adapun Prosedur pencairan danabelanja lansung Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauanmeliputi: (1) Penerbitan Surat Penyediaan Dana,(2) Pengajuan
Surat Permintaan Pembayaran, (3) Penerbitan Surat Perintah Membayar,
(4) Penerbitan Surat Pencairan Dana, (5) Surat Pertanggung Jawaban
B. Saran

Penulis menyarankan agar semua pihak yang terlibat memeriksa
secara menyeluruh dokumen yang berkaitan dengan pencairan dana dan
menyusun Rencana Kegiatan Anggaran sebaik mungkin agar tidak ada

keterlambatan dalam pencairan dana.
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